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Pengelolaan Program 
Corporate Social Responsibility: 

Pendekatan, Keberpihakan, dan Keberlanjutannya 

I ? :~ l a~n  dckade terakliir, is(! n~engenai program cr~t l lmrr t i i /~~ ~ I i ~ 1 ~ ~ ~ / r ~ / r t ~ r i ~ r 1 1  ynng 

merupakan bagian dari corporurr rocial rseponsibilir)] (CSK) (Fox, Ward, and Howard, 2002: 

4) nierupakan isu kontroversial yang rnengundang perdebatan serius di Tanah Air.  

Ko l~ t r o \  crsi itu rnencakup baik pada rar~ah konseptual maupun pr~kteknya.  Konsep CSR 

tnerlurul World Bank (Fox. Ward, arid Howard 2002: I )  nlerupakan kornitmen sektor 

swast;i i~n tuk  mendukung tercipianya pembangunan yang berkelanjutan (.sw/uinuble 

i l c ~ ~ ~ ~ l ~ ~ / u t ~ e n ~ ) .  D i  satu sisi mas! ;irnknt rnenlpenar~yakan apakah scktnr .;wastn yalig 

berorieniasi pada usaha niemaksiri~alisasi keuntungan-keuntunga~i ekonornis rnemiliki 

konlitnicn nloral untuk rneredistribusi keuntungan-keuntungannya rnembarigun 

masyar~~kat lokal. Sulit dipahami bahwa lembaga kapitalistik melakukan kegiatan- 

kegiatari nir-labs sebagai manifestasi tanggung jawab rnoralnya pada masyarakat lokal 

yang hidup d i  sekitar perusahaan. 

D i  pihak lain orang juga bisa berargumentasi bahwa sernangat desentralisasi dan 

wrlfarc /~lural istn (lihat Midglcy. 1997: 8; Spicker, 1995: 115-1 17) niemberi legitmasi 

ketcrlibi~tan sektor prifat dalam program-program penlbangunan. Kedua spirit tersebut 

rnetnberi ruang yang cukup luas bagi sektor swasta dan rnasyarakat sipil untuk 

n~eriyur~ibarlgkari resourcr.s-nya dalam proses pembangunan. Keduanya merupakan 

ti-nonier~a kekuatan globill yang sulit ditoliik haik o l rh  negara-negara rn;~ju nlaupurl 

nepara lherkembang. Desentralisasi merupakan representa3 keterbatasan stute untuk 

rnelaLuhan peranan sentralnya. l r i i  ditandai dengan runtuhnya negara-riegara yarig 

rnenerapkan sistem politik-ekonorni sentralistik dan menggantikannya dengan sistern 

yarlg ter-densetralisasi (lillat Laviyne, 1999; Gregory and Stuac. 1999) reperti yang terjadi 

di 11egar.1-nugara Arnerika Latin. Ilropa Tirnur, dan China. Keterbatasan peranan negara 

juga di i~injukan dengan reforn\asi model pelayanan-pelayanan sosial yarig dilakukan 
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oleh ic,eilore slate (Ife, 1995: 2-6). Fenomena in  terjadi di  ii~e!firrc,stcrte baik di Eropa maupun 

Amcrih;~. 

L l~~kungan pada peran swasta sernakin besar ketika pada tahun 2000 Persel-iki~ta~i 

Bangsa-l3angsa membentuk UN Global Compact sebagai suatu lenibaga yang 

me~~geri i i igkai konsep dan kegizitan CSR. 1.enibaga ini  merupakan representasi kerangka 

keGa sehtor swasta untuk mendukung pe~nbangunan yang bcrkelanjutan clan 

tercipta~iya j ioodcorpora~e cili-e~iship (UN Global Conipact: 10). Sebayairnana lialnya 

t ler~gan [program cornnrro7i!)fi devc.lopmenl, tujuan yang inyin dicapainyn adalah: 

member;lntas kemiskinan. menyelesaikan masalah buta hurup, memperbaiki pelayanan 

kesch;~t;~li, niengurangi arlgka kenlatian bayi, rnemberantas aid, nlenciptakan 

keberla~ijutan pengelnlaali l i n g k ~ ~ r i ~ a n ,  dan mernn!:snli!: terciptenyn krniitrnan dnlani 

proses pcmbanguna~l. 

Scdangkan pada tingkat realisasinya kontroversi terpusat pada nasib masyarakat 

lokal pasca ckstraksi sumber daya alam. Perusahaan-perusahaan ekstraktif yang 

beropcr.lsi di  Indonesia diwaj iblan untuk melakukarl program ~~onrnrtrniry developmenr 
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bagi ni;!syarakat lokal. Dalam sehtor pertambangan n~isalnya, undang-undang tentang 

rninyak clan gas bumi merigatur re;llisasi ~ ~ o m m r r ~ r i / ~ ,  dcl~.vulul)~ne~~r (lihat IJIJ 22 tahun 200 1 ). 

Na~ i i un  demikian masalahnya adalah selain i~nplenientasinya belum sepcnuhnya 

memenuhi aturan-aturan tersebut. programqxogram comm~mi[v developmmt belum 

meiiye~ituh permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat. Secara umum program 

tersebut belum memberdayakan masyarakat sehingga mereka siap menghadapi masa 

pasca pcnanibangan. In i  artinya bahwa perusahaan belum nianipu ~tierealisasi prograni 

c .o~~ l rn~r t~ i i y  ~levrlopment dengsn baik kareria rnuara dari progralrl c o t r r ~ ~ t r r ~ i i ~ ~  ~levt lupmen/ 

merupekan pemb&dayaan masyarakat (Ife, 1996:.182) 

I'roses produksi yang dilakukan ole11 perusnhann nienlberi pclu;lng kerja bagi 

masyarakat lokal. Terlepas dari jumlahnya, sebagian dari masyarakat yang tinggal d i  

sekitar perusahaan mendapatkan kesernpatan bekerja pada pcrusahea~i tcrsebut. Selain 

itu, proses produksi merangsang munculnya kegiatan-kagiatan ekonomi di wi!ayah 

operasiriya. Kondisi sepeni ini nlernungkinkan untuk nieningkatkan pendapatan 

masynrlikat lokal. Namun demikian kondisi ini  bisa berubah sebaliknya ketika proses 

ekstrakbi berhenti karena sumber daya alamnya tidak bisa diekplotasi lagi. Maka 

masyarakat yang sebeluninya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan 

pendapatan tidak memil ik i  kesempatan i tu lagi. 

l~ii akan menjadi lebih buruk apabila pada waktu perusahaan-perusahaan sudah 

habis Inasa kontraknya dan harus meninggalkan daerah operasinya masih menyisakan 
...̂.."1"1. 1 .-e..c-ll^- c..:i. I:....! ,I --------.- ".. .l:"l.:L...I.".. ...-. 0.. - - , A , . , . " :  
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yang dilakukannya. Hal ini sarigat merugikan masy;~rakat lokal kareria kerusakan 

lingkunsan bisa menimbulkan erosi, banjir, dan tanah longsor. Srrnentara pencemaran 

bisa nierigganggu kesehatan dan kegiatan ekonomi keluarga. 

I l i  Riau, masyarak;~t Duri bang hidup di daerah dekat wilayali operasi Caltex Pacific 

Indonesia (<'PI) mengalami kerugian dalam aspk kesehatari dan ekonomis. Ekspansi 

daerah iyerasi perusahaanini niembuat jarak daerah pengeboran minyak dengan 

penluhiillan penduduk hariya sckitar 200 meter. Dalarn kondisi sepeni irii pengeboran 

minyak rnenyebabkan sumur-suniur penduduk menjadi kering. Akibatriya konsumsi air 
' .  hersill r~~eri j ;~(l i  nlasal;~li scr i~~s ili S;III~. Air hcrsili rriv~i,j:~~li h;~r:~r~!;, V ~ ~ I I :  I;III!:,~;I. [ lntuk 

nicr~~perolclinya r~~a-,yankat bar-11: ~iicnibeliny;~. St:I:li~i :illiiiilr t ~ i ~ r ~ , i ; ~ ( l i  Lerir~::. 11i1l L ~ I I I ~  

stu~in,juc;~ tcrjadi padi~ kolt1111 i l i ~ r ~  yiirig dikelolit PCI I~ I I~ I I~ .  0s;1111r rur11;111 ( i~r~pgi i  ilii 

nie~ljadi tidak bisa dilanjutkan oleh masyarakat. Sementara itu tnasyarakat Marangkayu 

yang tinggal di daerah sekitar lokasi pengolahan Unocal mengeluh karena tcrjadi 

pencemaran rninyak di sawah dan tambak rnereka. Mereka mengklaim bahwa hasil 

penaiaii dan tambak rnereka mengalami penurunan karena pencemaran tersebut. 

l r i i  menirnbulkan konflik antara rnasyarakat'dengan pemsahaan. Masyarakat Duri 

melicoh;~ mcnga-iukan tuntutan trnilik mendapatkan konipensasi tcrl~;~d;~p ken~gian- 

kerugian yarig dideritanya: Pcrryclesaian dari tuntut;ili i l i i tidak sedel1;ln;i. Setelah 

Dewan I'envakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau tidak nlanipu menyelesaikan masalah 

ini, isu rorsebut dibawa ke Dewan Penvakilan Rakyat (DPR) pusat d:iri beluni bisa 

discles;~ikan. Sementara itu kasus Manngkayu bisa diselesaikan di DIJI I I I  Kutai Timur. 

honflik tcncbiit tidak har~ya terjadi karena mns;ll;ll~ linghu~ignrr hidup saja rliirnun 

juga karena masalah kepcmilikan tanah. Konflik niengenai niasalali ini nierupakan 

masalali umum yang tcrjadi pada pcrusahaan-pcrusahaan cktaktif. Scjak tahun I980ar1 

sudah tcrjadi pertikaian secara sporadis yang disebabkan oleh niasalali tanah. 

Persei~gketaan tersebut terjadi antara masyarahat adat suku Dayak Benuaq dan Tonyoi 

yang t i ~~gga l  di daerah Kalimant;~n Tirnur dengan PI. Keliarl Equatorial bl'ining (KEM); 

suku I>;~yak Siang, M U N ~ ~ ,  dan Hekunipai di propinsi Kalimantan Tengah dengan PT 

lndoniuro Kencana (Aurora Gold); masyarakat tradisional Amungnie di Papua Barat 
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Certfrr./r,i Population and Polrqv Stud,ps 

(;a'l~Olr l i tdo lhiverriry 

deng:~n PT Freepon Indonesia: dan masyarakat adat di daerah Kabupa~rn I'asir, 

Kalimantan Timur dengan PT Kideco (Aman. 2002). 

f laborasi di atas lnenunjukkan bahwa kegiatan con~nrrrni!\~ tievclopnient yang 

dil;~kuh;ln perusahaan belum rnanipu menyelesaikan permasalahan utariia kerniskinan 

dan lin!:kungan yang dihadapi masyarakat lokal. I'adahal Cscslii c o m ~ ~ r r r t ~ i ~ ~ d e v e l o ~ ~ m e n ~  

mestin) a mampu menyelesaikan kedua masalah tersehut dan pada sant yang sarna juga 



menyiapkan masyarakat lokal supaya mandiri pasca ektraksi. Kesulitari-kesulita~l secara 

sosial-eAonomis pasca ekstraksi tidak hanya dihadapi tataran keluarga saja tetapi 

 jug:^ piitla tirlgkatan pe~i icr i~ l ta l l  d;icrali. Selain tutupnya pcrus;~ti;iari ak;111 llicngurilrlgi 

ko~itl.ihii.;iny:i dn la~i i  mcr~ycles;!i\;:lr~ rnnsal;ih terla~;I. i)r:rricrint;~tr tl;rer,i!~ jlrgil ilkan 

kehilanyan sumber pendapatan asli daerahnya (PAD). Kasus yang terjadi d i  Belitung 

me~~trri. j i~kkan ha1 tersebut. Ketika timah sudali tidak hisa ditanlbang Ingi, daerali 

,tersebul ~ne~lghadapi niasalali lingkungan karerla cekungan-cekurigan bekas 

penambangan yang tidak direklamasi. Pada sisi yang lain PAD yang diterima 

penierinlah daenh mengalami penurunan. Ditambah lagi munculnya gejolak-gejolak 

sobial-ekonomi dari masyarakat yang sebelumnya bekerja di perusahaan yang mengelola 

pen;imb;lng;in tirnah. 

I';lda tit ik tertentu, kondigi seperti ini rnenin~hulkan penolakan-penolnhnn baik yang 

terjadi pnda masyarakat maupun pemerintah daerah terhadap keberadaan perusahaan 

dan terlindap kegiatan-kegiatan co~nm~mi t y  develop~ne~tl. Penolakan-penolakan tersebut 

tereprescntasi dari sinisme, keengganan untuk terlibat kegiatan-kegiatan comr~runity 

clevelol~men/. atau memprotesnyn. Sikap menolak seperti itu merup;rkan faktor 

penghatlibat terciptanya program yang keberlanjutan. 

Stakellolders Program CSH: Peranan dan Kepentingannya 

~\pabi la  diurai dengan lebih rinci, sebenarnya peta pernasalahan yang terjadi tidak 

sescdcrl~ana seperti yang d~elaskari  d i  atas. Jalirlan sir~ipul-si~i ipul yarig nier~jalin konflik 

relatif rumit. Ha l  in i  karena stakeholders yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan sosial 

yarig dilokukan oleh perusahaarl cukup kornpleks. Sebagaimana dinyatakan oleh Dinitto 

(1987: 135) dan Hill (1996: 129) bahwa stakeholder dalam pelayanan sosial adalah negara. 

sektor prifat, Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM). dan masyardkilt, dalam kasus 

prograrll CSR keseluruhan entitas tersebut terlibat secara bersama-sarna. Scmentara 

merel ;~ ~nern i l ik i  kepentingan herbeda-beda yang satu sama lain bisa saling 

bersebcr-angan dan sangat mungl in  merugikan pihak yang lain. 

hsterlibatan perusahaan dalam program CSR dilatarbelakangi dengsn beherapa 

kepentingan. Stidaknya bisa diidentifikasi tiga mot i f  keterlibatan perusahaan yaitu motif 

menjaga Iceamanan fasilitas produksi, mot i f  meniatuhi kesepakatan kontrak kerja, d m  

mot i f  moral untuk rnemberikari pclnyanan sosial pada mnsyarak..lt loL.11. Tabcl di  bawah 

ini mcl i~ga~nbarakan peta mot i f  tersebut. 
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Tabel 1: 
Mo t i f  Perusahaan dalarn Manjalankrn Program CSR 

Program dilakukan sctelah 

ada tuntutnn mas! ;lr;lkat 
yang biasanya di\$ujudkan 
melalui demons~rasi. 

Program tidak dilnhukan 
setclah koiitrnh 

ditandatangani. 

Kecendcntngann.v;~ 

progrm dilakuk;111 ketika 

kebebas;ln masy;~r;ikat sipil 
seniakin hcsa~r p;~sc;~ 
desentralisasi 

Motif Mcnicnulii 
Kcivi~j ib;~n t<or~ri~c~l iv lo~ i~  

Kantrdktual 

I'crlanggungjow;~ : -  Wacaiia CSll 
ban program ('SII 
bukan pada - Propaganda 
pemerintah kegiatan CS 
dnerah dan melalui med 

mas! aralat Iokal maw 

penierinlah pusal 

Surnber: Diolah dari h a i l  interview dengan aparat pemerintah daerah tingkat propinsi 

dan kebupaten serta FGD dengan masyarakat lokal 

Isu keamanan fasilitas produksi merupakan isu sensitifyalig diperhatikan secara 

serius oleh perusahaan. Sebagian besar pemsahaan ektralcsi berada di daerah 

pedalanlan. Sernentara fasilitas produksinya terbentang dalam area yany sangat luas. 

Secara lisikal, kontrol terhadap infrastmktur tersebut tidak mudah. Pemsahaan minyak 

atau gas terlepk di daerah terpencil dengan jaringan pipa yang panjang dan kompleks 

misaln).~, sangat rentan dengan kcmungkinan-kcmungkinan dirtlsclk ilteu disabotase 

oleh pilink yang memsa dirugikan oleh keberadaa~i perusahaiin tcrschu~. Scrncntnra itu 

banyak kasus menunjukkan batiwa keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut sarat 

konfik dengan masyarakat lokal. Baik konflik fisik rnaupun konflik laten merupakan 

faktor poteniial untuk terjadinya kemsakan-kerusakan fasilitas produksi. 

l ionfl ik yang muncul ke pernlukaan sampai dalani wujud demonstrasi merupakan 

situasi yang sangat dipertirnbangkan oleh perusahaan: Unocal misalnya, yang sudah 

beroperasi dari tahun 1970an di daerah Makngkayu, Kutai Tinlur baru mer~jalankan 

kegiatan co~nmunity developnient pada tahun 2002 setelah masyarakat Marangkayu 

melakukan protes dengan rnengadakan demonstrasi rnasal. Demonstrasi itu berjalan di 

sekitar lokasi pengolahan rninyak. Kegiatan ini pada akhirnya sulit dikendalikan dan 

terjadi konflik tisik yang menyebabkan terjadinya penembakan dengan peluru karet 

padn sillah seorang demonstran olch aparat keamnnan. Akibat dari dcmonstrasi tersebut 

dilekukan negosisasi yanig memaksa Unocal untuk rnelakukan kegiatan-kegiatan 

pil;mtrclpis dalam program conrnrunity development (PSKK UGM dan UNDP, 2003: 44-45). 

Reberapa perusahaan juga merealisasi kegiatan CSR dalam waktu yang tidak jauh 

h r r h r ~ i : ~  d ~ r i  w11kt11 krtika 1 I n l ~ r ~ l  m ~ l a k ~ ~ k i l n  nrnoranr CSR van" nrrtarn:, kali 



- .... --.. .." - ...... -.." " ..-..-.. -- .  ',... .= r -"  .............. 

, Kecendcrungannya mereka melakukan melakuka~i prograrn CSK pada t;~httn 2000at1 

(Mawarlii. 2000; Supomo, 2002) Sulit mengidentifikasi kapan CI'I, KAI'I', dan KPC 

pertanla kali melakukan kegiatan CSR. Namun dcmikian. fakta rnenl~r~jrrkkan bahwa 

mereka tnerealisasi program-program tersebut secara lebih intensif pada tahun-tahun 

sctelali tlilakukannya oto~iolii i d;~erah. D;lla~n era desentrblisosi kekuat;lri 111;1sy;lrakat 

lokal mcnjadi lebih besar. Kebebasan mereka untuk menyalurkan aspirasinya manjadi 

lebih kuat. Ruang mereka untuk nienyuarakan tuntutan mereka pada masalah 

pencemctran, masalah tenaga kerja, dan masalah tanah pada perusahaari ~netijadi lebih 
I 

luas. Kecendemngan ini sangat mungkin rnenyulut konflik. 
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Pcrtanyaan yang muncul kemudian adalah apakah perusahaan tidak akan 

rnelakuian program communi!,, cievelopmenr apabila masyarakat tidak memprotes 

niasalali pencemaran dati rrienutltut direalisasiriya program tersebut. Kctnutigkinan 

besar program tersebut akan dilakukan walaupun belum pasti waktu realisasinya. Hzl 

ini karena secara hukum setiap pcrusahaan ekstraktif diwajibkan untuk merealisasi 

program cornmunip devrlopmenl. Dalam Undang-Undang no 22 tahun 200 1 dinyatakan 

bahw;t dala~n setiap kontrak kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan 

pelaksana kegiatan penambangan, pemsahaan tersebut diharuskan melakukan program 

1)engan demikian sangat mungkin perusahaan melakukan kegiatan communiy 

develo/~rnen/ karena motif untuk memenuhi kewajiban tersebut (Soetjipto, 2000: 26). Hal 

ini ditu~ljukan dehgan kenyataan bahwa pemsahaan lebih merasa bertanggungjawab 

kepada pemerintah pusat dibanding kepada pemerintah daerah dan masyarakat lokal. 

Pemerirltah daerah tidak rnendapatkan laporan tertulis secara rinci rnengenai realisasi 

prograrii cornmunip developnicnl. Kontrak kerjasama sebagaimana disebut di atas 

berlarigsung antara pemerintah pusat yang diwakili oleh Badan Pelaksana Minyak dan 

Gas (Bf' Migas) di bawah payung'~e~artemen Pertambangan dan Energi. 

~enandatanganan itu tidak melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal 

walaupun merekalah yang merasakan langsung konsekuensi-konsekuensi buruk proses 

ekstraki yang dilakukan oleh perusahaan. 

llntuk menunjukkan bahwa pemsahaan sudah melakukan kegiatan-kegiatan 

tersebuc maka perusahaan menyatakan ha1 tersebut pada publik dengan 

rnempropagandakannya lewat media massa. Kecenderungan yang terjadi adalah bahwa 

terliha! n1ar.k-up biaya yang digunakan untuk merealisasi prograrn corrr~nrmily 

clei~e/o/~rneirt. Masyarakat merasa bahwa realisasi program tidak nienggunakan biaya 

sebesar sepeni yang terttrlis pada propaganda tersebut. 
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pertrsahi~an seharusnya berusaha nlemberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan 

kesejahteraan mereka. Ide mengenai konsep CSR juga dilandasi pemikiran yang 

de~nikiari (UN Global Compact: 20). Secara philan'tropis perusahaan seharusnya 

nieredisrribusi keuntunga~iriya sclcl;~h ~nereka nlernanfaatkarl resources Ji lokasi di mana 

masyari~kat berada. Apalagi mereka dalam keadaan miskin. lni adalah kewajiban moral. 

Nanlun  noti if yang didasarkan pada komitmen moral tersebut masill sebatas wacana 

dan belum terlihat nyata. 

Tabel 2: 

Kepentingan Stakeholders dalam Pelaksanaan I 'rogran~ CSR 

. Perusahaan Pemcrintah ISM 

Dacrah 

Masyarakat 

Keamanah Mendukung Mengontrol Penerima 
fasilitas pcmbangunnn program yang 

Menjadi 
produksi daerah diberday akan 

II:~!:;I I .c<ii~ 

Kewajiban 
kontrak 

S u ~ i ~ b c r  Diolah dari hasil inlervic\\ dengan aparat pcmerintah dacrah tinglal propinsi darl 

kebupaten scna I'GI) dengan masyarakat lokal 

Scmentara itu pemerintah daerah rnengharapkan agar program-program CSR bisa 

mernbaotu menyelesaikan perniasalahan sosial, sepeni n~asalah pengangguran, 

kemiski~~an,  maa lah  pe~ididikan. kesehatan, pcruulallan. Sclain itu mcnyclcsnikan 

masal;ll~ lingkungan yang dihadapi pemerintah daerah. Hal irii rnenunjukkan bahwa 
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perusalxlan swasta dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk nlendukung 

program pernbangunan regional yang diimplementasinyn. 

Pada sisi yang lain LSM, terutama LSM lokal melakukan dua peranan. Peranan yang 

penam;l adalah mengontrol akibat-akibat b u ~ k  yang ditimbulkan dari proses produksi 

yang dilakukan perusahaan dan realisasi program CSR. Sedangkan peranan yang kedua 

adalah menjadi'partner perusahaan untuk menjalankan program-program CSR. Di 

Kalimantan Timur misalnya, tsrdapat dua aliansi LSM yaitu Aliansi Lingkar dan Aliansi 

Pemantnu Pembangunan. Kedua aliansi LSM itu mewakili dua peranan terscbut. Aliar~si 

Lingkar lebih memerankan fungsi yang pertama sedangkarl Aliansi Pe~nantau 

Pernbarlgunan melakukan peranan yang kedua. 

Akibat pencemaran dan masalah sengketa tanah menimbulkan konflik yang cukup 

fariatif. Sampai seberapa jauh pencemaran lingkungan rnenimbulkan masalah dan 
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bagaima~ia respon yang dilakukan perusahaan terhadap masalah iersebut rnerupakan 

salah sat11 fokus kontrol LSM. Kespon perusahaan terhadap keluhan-kel'llian masyarakat 

lokill string menimbulkan masalah baru karena kadang tidak proporsional. ~ a l a m  ha1 

realisasi CSIt, LSM mencerrnati rrlasalah pendekatan yang digunakan. Bagaimana 

rnasyar;~hat dilibatkan dalani pcrcncanaan, pelaksanaan, evaluasi dianggap isu penting 

oleh LSV.  

Sclain i tu perhatian LSM juga dicurahkan pada akibat yang ditimbulkan program 

CSK dali~m membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraanya. In i  terkait dengan 

kepentir~gan masymkat terlibat dalam program CSR. Sebagian besar nlasyarakat yang 

hidup di sekitar perusahaan adalah masyarakat miskin yang masih memerlukan 

pel;~yati;~n-pcli~y;man pengllntari Lapasitas untuk ~ncningki~tkat~ pet~dnpilti~n, pclayar~an 

kesehat:in, dan pelayanan pendidikan. Mereka merasa berhak mendapatkan pelayanan- 

pelayar~iin itu karena perusahaan sudah mandapatkan banyak keuntungan secara 

ekonomis sehingga sudah sewajarnya kalau perusahaan rneredistribusikan sebagaian 

kepada rnereka. Selain itu. masyarakat merupakan bagian yang rentan terhadap akibat- 

akibat pcncema& yang mungkin muncul sehingga wajar kalau mereka mendapatkan 

konlpcnsasi terse'tiut. 

Bertemunya kepentingan-kepentingan itu menimbulkan masalah yang cukup 

serius. Mot i f  perusahaan merealisasi program turut menentukan model realisasi 

progninl. Rcalisnsi progrdrrl yarlg tidak didasarkan pada scmangat untuh mclayani 

masyari~kat lokal mengakibatkan perusahaan tidak melibatkan masyarakat dan 

pen~eriritah daerah. Realisasi program cenderung dilakukan secara tertutup dan didesain 

ole11 perusahaan. Sementara itu pemerintah daerah mengharapkan program CSR bisa 

diintegralisasi dengan program-progra'mnya dalarn kerangka pembangunan regional. D i  

pihak lain masyarakat juga mengharapkan bahwa program tersebut mampu 

memberdayakan mereka. 

Kondisi ini menjadi lebih rumit ketika LSM yang terlibat adalah bentukan dari 

beberapir birokrat pernerintah daerah. Kasus realisasi program yang dilakukan KPC dan 

Unocal rnenunjukkan bahwa beberapa aparat pemerintah daerah berusaha mengelola 

realisasi progranl CSR. l r ~ i  dilakukan dengan rrembentuk Kapilill, sualu LSM l o k ~ l  yang 

ditujukan untuk merealisasi program. Selain Kapital tidak punya kapasitas yang cukup 

untuk nlerealisasi program yang partsipatif, motif  ekonomi yang melatarbelakangi 

penibcntukan L S M  menyebabkan realisasi program CSR tidak memihak pada 

masyarakat. Selama program diimplementasikan oleh Kapital, dari junilah fasilitas yang 

didistribuasikan pada masyarakat, mereka merasa bahwa telah terjadi kebocoran- 

kebocoran anggaran dana yang n~stinya dialokasikan sepenuhrlyn pad;! kc&' 'latan- 

kegiatail CSR. 

I lniknya adalah bahwa proses pelibatan Kapital dilakukan secara tertutup dan 

menggicntikan LSM lain yang lebih bisa diterima masyarakat. Hal ini menimbulkan 

-- 
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Ce,rrer/or Pop~dorion and I'olic? Slud16,s 
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protes d i ~ r i  niasyarakat. Dalani teliggang waktu tersehut terjadi beberapa perubahan 

~ionisi  karynwan perusahnnn yariy hertanggungjawahpada re:~li!;;tsi con~rnrrnih~ 

~ l c v ~ l o ~ ~ ~ ~ ~ e n t .  In i  dinlungkirlka~i harcna rllereka nienygunakan jio\i>iltyn un tu l  

~nc~ld; lp ;~tka~i  keuntungari. I l a l  ini tidal, nlengllcr;tnkarl kareria re;~lisasi progr;tlii CSR 

melibalhan dana yang relatif besar seliingga staelioldcr yang terlibat berllsaha 

meridap;~tkan keuntungan-keuntungan dari program ini. 

:i 

Pendekatan Program 

"I<uwet"-nya hubungan kepentingan d i  antara stakeholders dan mot i f  perusahaan 

riiereali>asi program CSR tidak terlepas dari substansi program serta pendekatan yang 

diadopsi perusahaan dalam niercalisasi program. Reberapa program hrrusaha 

mcllinglatkan kapasitas masyarakat lokal naniun sccara urnum realisasi program lebih 

beroricritasi pada kegiatan-kegiatan derma bempa pendirian infrastruktlrr fisik dalam 

bentuk pembagunan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, prasarana air bersih, 

olali rnga, dan tempat peribadatan. Pada konteks ini, kadang yang sulit dipilahkan 

adalall hahwa pembangurian fmilitas tersebut kadang bukan ditujukan untuk 

masyar:tkat lokal namun untuk perusahaan itu sendiri. Pendirian fasilitas transportasi 

bercrp;~,i;~la~i niisalnya, p;tda l i r lgka~ terteritu scberlartlya ditujukarl urituk Il1erilperccpat 

jalannya proses produksi. Dengan demikian kalaupun bermanfaat bagi masyarakat lokal, 

ha1 tersebut merupakan wrernu l i !~  yang menguntungkan masyarakat lokal. Secara 

umum yambaran mengenai program yang seperti dipaparkan oleh tabel di  bawah ini. 

Tabel 3: 

Gambaran U m u m  Program CSK 

Prlantopis I'cni hanpunan I'endidikan. 
(dcmla) I l l ~ ; l ~ l ~ k l ~ r  Lcscl1rll:ln. 

li.;iL. pcmherian transponas~. 
h;tniuan alat, prasarana air 

dm pcmkrian bcnih, olah 
h;~nttt;rn rirpa. 
Lcu;rngim pcningkalan 

pcnd;lpalan. 
d;tn rcnipi~t 
pcrihada~an 

Secara umum program 
11d;lk dilt!ilik;tn unruk 
nlcmpersiapkiln 
~nasyaraka~ pasca eksirnksi 

Koordinasi anlara 
pemsahaun clcngan 
pcmcrinlah dacrah koriing 
dilakukan dengnn hilik. 

lniplemnntsi program 
l x r s ~ h i  lenuiup 

Scct~ri~ uniurn progritm 
dirilncang ole11 pcrus;lli;ra~~. 

Sccara urnunl prograrrl 
kurang melibatkiln 

masyarakat secara 
pitrtisipi~loris. 

Dcsain kurang tcrsusun 
secara holistik dan 
sistema~is 

Su~~rhcr Diolah dari h ~ i l  intervic\r dengan aparat pcmeri~ltah dacrah tingk;~t propinsi dan 

kehupaten stria IYiD dengan masyarakal lokal 
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.l';~bel di atas mengindikasikan bahwa penekanan substansi prograni lebih pada 

usaha ~iicnyelesaikan masalah-n1;1salah sosial-ekonomi. Pilihan-piliharl tersebut cukup 

kontekstc~al baik pada tingkatan troritis maupun pada tingkatao fakta yarig dilladapi 

rnasyarakat. Secara teoritis. salah satufocet paling mendasar dari community development 

- -- - -- - -. -- - - -- - -- - 
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adalah pcnyelesaian rnasalah tersebut dengan cara peningkatan pendapatan krluarga 

(Adelrn;~n dun Robinson.1978: 146; Szirrnai, 19')7: 277). Secara Saktu;tl kondisi masyarakat 

yang lliclup di sekitar perusahaan menunjukkan hahwa mereka nlasih relatif rniskin dan 

sar;lt t lc t~gnr~ ~ i i a s a l a l ~ - ~ i i i ~ s i ~ l ~  tingkat pendidikati yi111g rcnd;ll~. ketcrI~:~t;~s:ir~ I:tyiitian 

keschat;~n, dari menghadapi masalah pengangguran. Namun demikian kalau 

dipcrha~ikan secara lebih detail, program-program tersebut belun~ niencakup aspek lain 

yang juya penting, yaitu program penyelesaian rnasalah lingkungan yang rnelibatkan 

peran scr-ta ~nasyarakat. Padahal sektor prifat nierupakan entitas yany 1i;lrus 

bertanggung jawab pada kerusakari lirigkungan (Miller. 1996: 243). Perusahaari perlu 

mernprioritaskan kegiatan-kegintan untuk melahukan reklarnasi dan pcnyrl,tc>aian 

masalal~ pencemaran lingkungan. 

'I crdapat kesan bahwa pcrusahaan sangat bcrliati-hati dalarn nicrespori k nasal ah 

lingkunyan sehingga rnereka cenderung tidak melibatkan masyarakat dalam program- 

progrdlll penanganan masalah lingkungan. Padahal isu ini rnerupakari isu yang cukup 

serius. Galian-galian bekas penambangan bisa meninggalkan cekungan besar. Apabila 

tidak dilakukan rdklamasi maka akan mengganggu ekosistem. Srmentara pencemaran 

udara. air, dan tanah menimbulkan resiko besar kesehata<n~asyarakat dala~ri jangka 

pan.jang. Namun perusahaan terlihat kurang memperhatikan aspek ini. 

Konflik rnengenai rnasalah lingkungan sebenarnya nierupakan produk yang terlihat 

nyata Lerltang rnasalah lingkungan yang terjadi. Kalau ditelusuri lebih jauh, sebenamya 

terdapac sirnpul-simpul lain yarlg nierajut niunculnya konflik tersebut yaitu tertutupnya 

perusahaan terhadap isu lingkungan dan keterbatasan pcngetahuan nlasyarakat 

mengenai masalah lingkungan. Dalarn ha1 ini terlihat adanya u~yn~mr t r i c  information, di 

rnana perusahaan menguasai pengetahuan yang cukup mengenai masalah lingkungan 

yang ditimbulkan dan respon kebijakan yang dilakukan tetapi masyarakat tidak punya 

akses yang untuk mengetahuinya. Beberapa kasus spesifik menunjukkan pernah terjadi 

masyari~kat melakukan prates karena rnengira telah terjadi penceniaran lingkungan 

nanlun sebenamya yang terjadi bukan mempakan masalah pencemaran. 

Dengan demikian rnasalahnya adalah keengganan perusahaan untuk melibatkan 

n~asyaraikat dalarn program-program penanggulangan masalah lingkungan. Adalah 

suatu kcharusan perusahaan untuk membuat infrastruktur guna mengurangi efek bumk 

polutan dan melakukan analisa dampak lingkungan. Namun kegiatan ini sbersifat elitis: 

dilakukan oleh De~sahaan dan niela~orkannva ~ a d a  lembaea Demerintah vane terkait 
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dengal, kebijakan lingkungan. Sifat ekslusif penangallan masalah lingkungan ini  

mengah~takan resistensi-resistensi masyarakat dalam isu tersebut. Akibatnya adalah 

ketika tcrjadi masalah l ingkunga~~ maka respon rnasyarakat cukup keras terhadap 

masalah tersebut. 

Kcndahnya keterlibatan mnsyarakat tidak hanya terjadi pada kegiatan-kegiatan 

penangallan masalah lingkungan liidup saja tetapi jug2 terjadi pada realisasi program 

C S l i  secnra keselumhan. Program didesain ole11 perusahaan dan kurang melibatkan 

niesynr;~kat dan pemerintah daerah. Pada tahap realisasinya. p royam melibatken kedua 

Akibat yang terjadi adalah bahwa koordinasi dalam merealisasi program antara 

perusahz~an dan pemerintah daerah baik pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten 

berjalan tidak baik (PSKK dan UNDP, 2003: 41-43). ldealnya program CSR dipraktekan 

secara integral dengan program pembangunan regional yang dilakukan ole11 pemerintah 

daorpl~. N n r l ~ u ~ i  kenyataa~~ yiing tcrjadi ndalnt~ progrilrli CSR ovcrlap t l c l~gn l l  prograln 

peinbangunan regional atau berjalan secara terpisah tanpa ada kerangka kerja yang jelas. 

Secara ckonomis in i  menim'bulkan inefisiensi. Pada sisi yang lain, secara sosial-politis ha1 
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Page 9 

in i  akan menilnbulkan kebingungan-kebingungan dalam masyada t  dan 

mengabbalkan hl lbungnn pen~ir intah daerah dentan perus;ill:lnn rncnjudi k ~ ~ r a n g  baik 

t Id1 yang sama juga terjadi pada tingkatan masyarakat. Posisi tawar masyarakat 

relatif rcndah. Sebagian besar program direalisasi tanpa dilakukan needa.vessmenr yang 

nielibathan rnasyarakat. Selain rnengakibatkan ketidaksesuaian alitara dengan 

kebutuhan masyarakat, ha1 in i  juga rnenimbulkan partisipasi masyarakat pada program 

CSR r c~~dah .  Padahal, partisipasi mempakan esensi mendasar dalam realisasi program- 

progfiinl cotrrn~unilydevelo~)~~r~~t~/  (Ife. 1996: 197). Ueberapa kasus nienur~juhkan pelibatan 

masyarakat pada realisasi program tidak terjadi secara suka rela. Masyarakat ber- 

"partisipasi" karena perusallaan memberikan imbalan berupa uang. Petani menanami 

s a ~ a h n k a  bukan karena petani ingin menanami sawahnya tetapi karena petani ingin 

mendapatkan uang ketika selesai menanami sawahnya. Akibatnya adalah bahwa 

n1asyar;lkat tidak termotivasi untuk mengelola sawahnya sampai menghasilkan panen 

yang baik. 

Apabila dikaji pada tingkatan yang lebih makro, program yang dilakukan terlihat 

tidak dirancang secara sisten~atis dalam jangka waktu yang parijang dengan kejelasan 

raihan !:mg jel is.  Bebenpa program tcrlihat diilnple~nentasikan secara parsial, terpisah 

satu sanla lain. Program CSR l a n g  dilakukan CPI di Kiau misalnqa. dilnksanakan secara 
. . >-...:I ,--..-: -.--..---I.-. 1 ---- "A,.  I .----- 1.- L--:I.: r 

'/D:\Download\I'e11geIof~?;tn Program ('orporate Social Ilesponsibility.Iit~n 013 0/71)1)7 



I I I ~ I L I C I I ~ I I ,  IIICIIUII~&U ~ C I I ~ ~ J U ~ I I  ~ ~ ~ a b y a l a h a i  ,allpa dud hc~allgha U C I ~ L ~ I I  ynllg ic~bubull 

secara tcrencana. Pada kasus yang lain, suatu program terlihat didesain cukup sistematis 

sepcrti i~r/egru/ed farnrinji .s~~v/cnr yang direalisasi oleh KAPI' ~nisalnya, dalnnl prakteknya 

terlihat helum terintegralisasi antara sub-program yang satu dengan yang lain. Dalam 

tahapan peningkatan h a i l  produksi pertanian program tersebut marnpu melakukannya 

denpall Ihaik. Naniun keherhasi la~~in i  tidak diikuti denpan periyinparl pasar untuk 

n~enjual I~asi l  produksi sehingga yang terjadi adalah ketika terjadi produksi yang besar, 

pasar lokal tidak mampu menampung hasil pertanian tersebut. Sementara RAPP belum 

menyiapakan alternatif tempat penjualan. Akibatnya merugikan petani. 

l'cndekatal seperti ini tent11 saja tidak memberikan kontr ibi~si sccara signitikan bagi 

per\inyl,,itari ekonomi runiall vsligga. Sccara ckononiis ~~iasyarakal tidak mc~lgalami 

peningkatan pendapatan yang berarti. Secara politis mereka tidak terberdayakan. 

Merek;~ ~nasih terjihat sebagai pe~lcr ima prograni pasif: Mereka tidak r ~ i e ~ ~ l i l i k i  ruangan 

yans cuhup untuk berpanisipasi dalam penentuan program dan mengelolanxa. Mereka 

belum ditempatkan pada posisi sentrai realisasi program. 

tI;11 ini  bukan mekanisme yang tepat untuk menyiapkan masyarakat pasca 

ekstraksi. Masa i tu adalah masa yang sulit bagi masyarakat karena resolrrces yang selama 

ini ~nenjndi bagian dalam kehidupannya setiap hari tidak bisa dikelola lagi. Masyarakat 

lokt11 yt111g sarat dengan keterbatasan perlu diberdayakarl dan disiapkan urltuk 

mengll;~clapi niasa-masa tcrsebut. 

Kel)erl:tnjutan Program CSR: Sebuah Kesirnpulan Awa l  

Kondisi tersebut di atas bisa mengancam keberlanjutan program. Keberlanjutan 

merupahan elemen penting dalam realisasi program co/?~nrrrni!,, clevelopnren/ karena aspek 

keherlal~jut;~n n~erupakan konscp yang mengcrangkai program c o ~ ~ ~ r r r l ~ n i g ~  (levelopnren/ 

(Ifc, 10'16: 181). Dalam diskursus pernbangunan yang berkelar~jutan, tcr~lapat prasarat- 

prasarai yang merajut keberlanjutan pembangunan. Beberapa prasarat tersebut meliputi 

yaitu ,yoodgoverna/rce, nlasyaraka~ sipil yang sehat, lingkungan yarlg tidak rusak karena 

kegiatan-kegiatan ekonorni.(H'cavcr, Rock, dan Kustcner.l997: 2). Sclair~ itu suasana 

dan~ai  d;ln adil juga merupakan determinan terciptanya keberlanjutan suatu program 

(Conca. 1996: 25-29). 

I'cmbentukan Kapital olch beberapa birokrat lokal yang ditujukarl untuk mengelola 

prograni CSR mengisaratkan kepentingan politik-ekonomi dari elit lokal. Proses 
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keterlibatan Kapital dilakukan melalui lobi polit ik yarlg dilakukan elit lokal dengan KPC 

dan Unocal. Ketika kapital secara formal menjadi pelaksana program CSR, pada saat 

yang sarna dua LSM yang menjadi pelaksana di kedua perusahaan tersebut harus 

diberhentikan. Yang menarik adalah bahwa bagi masyarakat lokal kedua L S M  yang 
,~ : , .~ . ,+ : l . ,~  + ~ . ~ ~ l r , , +  I ~ ~ : I .  inn;-:. r(;h.,..~;..~ U.A+-I rn Q ~ , C P P A ~  rnhnr,n; . ,a~-~r-.,-  
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prograrll CSll yang dibiayai 1(1'(' dirasa lebili kapabel tlalam ri~cngcr~ibarigkar~ 

pendebatan yang partipatoris dibanding Kapital. Senicritara itu, Komite Masyarakat 

Marangkayu sebagai partner Unocal dalam merr:alisasi prograrnrlyn rner~rpakar~ 

lemmh;iga yang dibentuk oleh rl~nsyarakat lokal. 

Oleh karelia itu sebenarnya telah terjadi berbagai protes dari tnasyarakat terhadap 

Kapiktl. Protes-protes itu dilandaskan pada beberapa alasan. Yang pertama adalah 

prbsts pcmilihan Kapital sebapai pclaksanil proyranl dilakukan sccara elitis. Proses i r i i  

dilakuk;rn oleh birokrat dan karyawan perusahaan dan tidak melibatkarl masyarakat 

se l i ing ;~  kecil kemungkinannya memperjuangkan kepentingan mereka. Yang kedua 

pendelatan yang digunakan Kapital kurang memberikan ruang:rn yang cukup bagi 

masyar:tkat untuk berpartisipasi. Yang terakhir, karena setelah program CSR dikelola 

Kapit;il, masyarakat merasakan telah terjadi pengurangan alokasi dana realisasi 

prograri~. 

Pcnggantian kedua LSM dengan Kapital melnperlihatkan kesepakatan tertutup di 

antnra hirokrat lokal, LSM lokal, dan perusahaan dalam mengelola program yang 

mestin).a ditujukan untuk masyarakat. Hal ini bukan merupakan wujud goodgovermenlal 

goi'ernunce. good organircrfionrrl governance dan good corporrrte governcmce. Hal yang sama 

juga dil;~kukar~ oleh prrusaliaari di~larn nirrigclola progr;ilri. Uaik pc~ i ic r i l~ ts l~  dacrali 

mauputi masyarakat tidak p u n y  akses yang cukup untuk mengetahui proses 

perencallaan program, pengalokasian dana. dan mekanisme pertanggung-jawaban 

progr;illl. Hz11 it11 sernua dilakukar~ secan tidak tl-nr~spul;ut. blcl.cl;a jl!;;r tidak 

mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengevaluasi program. 

herarigka kerja dan mekanisme pengelolaan program yang tidak berbasis pada 

kepentirigan masyarakat tnenyebabkan program yang diciptakan juga tidak mewakili 

kebutullan masyarakat. Program bersifat elitis dan ditujukan untuk kepentingan 

perusali;~an;m serta beberapa kclopmpok kepentingan. Hal ini nieriimhulka~i sillisme dan 

keengganan masyarakat untuk bcrpartisipasi. Lcbih daripada itu, program CSR 

menitiihirlkan penolakan-penolakan terhadap program. Kasus yang terjadi di Sangata. 

Kalinii~lrtan Timur misalnya, niel~unjukkan niur~culnya pcriolahan terscbut. Wujud akhir 

kasus tcrsebut ditunjukkan dengan penarikan diri masyarakat petani Siriga Geweh dan 

Sa11gat;r Selatan dari pendampingan yang dilakukan ole11 KPC. 

hondisi seperti ini nienutijukan bahwa secar? sosial-politis bcrtolak belakang dari 

prasarat-prasaratpembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, secara ekologis 

eksploit;lsi sumber daya alam tidak disertai dengan upaya-upaya yang signifikan unuk 

melahukan reklarnasi. Prograni CSR tidak menyentuh pcrmasalahan utatna problem 

linykurigan (Miller 1996: 253) dengan cara melibatkan masyarakat secara partisipatoris 

Hi11 i l i i  aka11 mengakibatknn kondisi yang akan datang akari mr~igh;id;rpi koridisi 

lingkuliyan yang lebih buruk dibanding kondisi sekarang. 

I'crmasalahan utama yang menyebabkan ha1 ini adalah bahwa program CSR tidak 

berbasis pada masyarakat. Mot i f  perusahaan merealisasi program yang tidak dilandasi 

pada kcinginan melayani masyarakat dan manajemen yang tidak transaparan 

nic~igahibatkan realisasi program bersifat cksklusif. Hal ini tidak rncrarlgsang 

munculr~ya partisipasi. Scmentara itu kelompok kcpentingan elit lokal dan LSM 

bv::~,::!}~:! 11: :t;!!>:-i:r .. !l:..l, . ;:., i .~ ;  , ~,:j~:::,~rl lllcre!.;: c , - ; , < : : ,  .... i>i ;,;iv, , : I ,  !, { ' [ I  y , ! !  ::I,, ;,Llj;>yai 

represeritasi penlerintah pusat terlihat tidak cukup akomodatit'pada kepentingan 

masyarc~kat lokal. Kontrol'yang dilakukan lembaga tersebut terhadap realisasi program 

//D:\Download\I'e~igelolaan Program Corporate Social Responsibility.htm 
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cottrtnr;tril~~ ~Ievelopt~rentjuga t id~lk  cukup efektif. lrii terbukti dari realis;~si prograni CSR 
yang sehagian besar dimulai pasca desentralisasi walaupun perusahaan sudah 

beroperasi puluhan tahun sebcluniiiya. 

Diperlukan perubahan kerangka berpikir baik oleh perusahaan, elit lokal, LSM, dan 

BP Mig:ls untuk meletakkan kcpenringan masyarakat pada posisi sentral realisasi 

prograril. Keputusan-keputusan strategis baik pada aspek substansi maupun pililian 

pendekittan harus didasarkan pada masalah yang dihadapi masyarakat. Pada tingkatan 

yang lehih operasional perusahaan, birokrat, LSM, dan BP Migas perlu melibatkan 

masyar:lkat dalam setiap aspek dan tahapan realisasi program. Selain pendekatan seperti 

ini ;I~;III nieriibantu rncng;~rahk:~ri substansi prograrii sesuai deng:ln kchutulian 

masy;~r;~kat, ha1 ini  akan memotifasi partisipasi masyarakat. Kondisi seperti ini dipercaya 

~nclnhcr i  peluang yang bcsar ~ r l i t r ~k  terciptanya periiberdayaan masyarakat lokal. 

Adsln i ;~~~.  Inna  and Sherman Kohinson. Income Dislrihulion PoIi~:r, in l I ~ ~ ~ t ~ l o i ~ i t i , y  C'ormtries: A 

( ,ue .Srudy o/.Kore~i. Stanlbrd: Stanl'ord Ilnivcrsit) I'rcss. 1978. 

Aman ' Mafyarakat Adat (Ian l'cnnnibangan: Jalm Sssar Merluju Penyernhari Kedaulatan. 

, hlakalah Iliskusi I'ancl Nnsional: Memahami l'srsepsi C'onrt711rtlit.v /)rv~lopnient di Sekto~ 

I'i.flalnhangan d m  hl igi~s 1)itinjau dari I'erspeLlil'Otonomi Ilaerah. Yogy;lkilrta May 14. 

?OO?. 

Collca. Ken. "l'cace. Justics. arid Sus~:~inability"lial. 17-3 1 dillan I'irages. 1)siiriis C. ed. 

I i i r i ldtr i~ .Srrsrainubl~~ .Ytxrt,trc,.\ :I A l r r~~~r i t r r  Ji~r /'o.~r-lt~drr.srrrul I l o r l d  New York: M.E. Sharpe, 

1096. 

I)iiiitto. Iliana tvl. Social IIL//irrc, l'r,lirics ond IJrrhlic. l'olic:~,. Nc\r Jcscy: l'rcntic; I lall. Inc..1987. 

I.'u\. 'I'olii, I lalinil Ward. and I3rucc I lo\\ard. 1'11hlir S(*rror Rolcs i t r  Srretr.yrlrc~tri~~y Corporate 

Ji)ciol Rrspot~sihi l i t~. :I lilr.\.~litrr S / l r j8 .  The World 11;mk. 2002. d;ll;tm 

Ii~~p.riww\\,.worlhank.orp 

\\  l i i / c o r p g o v / c s r / e c o n I ~ e r c ~ i c c ~ p u h l i ~ ~ r . p d l  

(;rcgor\. Paul R. and Robefl Stu;ln. ('otni~orarivc, fiottonric .S\?~rettl. Ch I J 'l'ransition. 

I Ioughton: Mi fn in Cornpan! ,1999. 

I li l l . Michael. Sociol Policy: A Conlpararive Analysis. I.ondon: Prenticc 11:111. 1996. 

Ifi. Jamss. ('ornm~inity Developnrrnr: Creating Community Altsrnativcs-Visio~i. Analysis and 

I'ractice. Melbourne: Longnian, 1995. 

[.a\ igiic. Muric. The Fronr~r~ric o/.lro~uifion: From Sociulisr I.:rononr,v ro .\lurker I~conomv. (2 

('11 10 toward a ol'thc 'Transition. Chantam. Kent: Macrnil1;ui.l 999 

Mawarrii, Agnes. "Commuttiry L)rrelopmenl dalam Pemsahaan I'ertambmgan" in Kornpas, 

( Ictohrr 3, 2001. 

le:/,'l):' Do\~nload',Pengelolaan Program (.'oq>orate Social Responsibilit\ .htm 



Ivlidslcy. .Iariies. .Social II'e/lilr~ i r i  (;loha/ Corite.rt. l'liousand Oaks: Sage I'ublication. 1997 

Millcr. Allan. "Corporations is A ~ e n t s  for a Sustainable Socity" hal. 243-255 dalam Pirages. 

11~11nis C. ed. Ruildi~~l: S~rsi i~irr~ihlr  Socirties: ..l /I/IIL~~I~IN~ j i~ r  /'o~t-/~idl~strill/ II'orId Ne\v 

Yt~rk :  M E .  Shi~rpe. 1096. 

I'us:it S l i ~ ~ l i  Kcpciiduduk;in ilil~l Kchijilkiill ( IGM dill1 IINI)I1. Stur!l: oti Corporate Social 

/ l,~v~>ottsibil i [~. Yog!iih;ln;~: I'us;~t Srudi Kcpi.ri(l~~duhan llC;tvl clan I1NI)I': 2003 

Spickcr. I';iuI. Social I'olicj 17irrtriv ~ r t i d  : l{~/>ro~~c/~c~.s. I.ondun: I'rsiirics I lali. 1995 

Supomo. Sita. "hlemaliami Hubungan antara M;isyru;tkat. Penierintah. dan Sektor S\v;ista". 

klilkalah Iliskusi I'ancl Nasitinal: Mcniahami Persepsi ('or~r~rtro~it.v l)~veloi~tnent di Sektor 

I'~,rtanlbangan dan h'ligas 1)i~ininu dari I'crspektil'Otonorni Daefi~h. Yvpyakarta. May 14. 

~ i l o : ? .  

Page 12 

Szirmi~i. .Ad;lm. Economic and Social Development: l'rends. Prohlc~n. Polic~cs. I.ontlon: 

I'rcntice Hall, 1997. 

IJN Glol>:ll Compact. Guide to Glohal Compact: A Practical lJnderst;~nsing ofthi. Vision and 

hirie Principle!. 

I111p:i~ \r\t\\.unpiobalcornp~~c1.or&'conte1it/I'uhlic~I~~~c11111i.1 ::cgnidz.pdl 

Weaver. James H., Michael T. Rock, and Kenneth Kustrrer. ,lclrieving Broad-HasedS~rsraitiable 

I>~*velopment: Government. Environmenr, andGrowth with Fguify. West I lanford: Kurnarian 

press, 1997. 

:ND:\Download\l'erigeIolaan Program Corporate Social Responsibility.ht111 



Pellt?ri:'~ ~ t - 1  Sosial Inri\~r1-t-i, CSR d;?n CornDcvr 

Edi Suharto, P ~ D '  

i t  rs true diot econorgirc and socrol otyectrves hove iong been seen as distinct and often conlpeung. Bur this i s  a 
foist ilichoton~y .Ccinpur~ies do r iot  fuilcriori 111 iiolorion frorrr the society around tilcni In (act, tlreir obrlity to  

corilpete depends ihctrvrly or! t i l e  circ~~rnsloncer ufiocotror~s rvliere rliey operate. 

Pekeriaan Sosial lndustri -- 

Pekerjaan Sosial lndustri (PSI) dapat didefinisikan sebagai lapangan praktik pekerjaan sosial 

yarig secara khusus rnenangani kebutuhan-kebutuhan kernanuslaan dan sosial di dunia kerja 

rnelalui berb~ga i  ~ntervensl dan penerapan metoda pertolongan yang bertujuan untuk 

niernelihara adaptasi opt~mal antara lnd~vidu dan Iingkungannya, terutarna lingkungan kerla. 

lsrilah pekerjaan sos~al lndustrl sesungguhnya rnern~l~ki  beberapa nania lam, m~salnya 

pekerjaan sosial kepegawaian (occupor~onol soclol worker), pekerjaan sosial di ternpat kerja 

(socrol work in tiit: workplace) a u u  bancuanlpelayanan bag1 pegawai (enipioyee ossisstonce) 

(Srraussner, 199'1. Zastrow, 2000, Suhar-to, 2006). Dalarn konteks ini, PSI dapat menangani 

beragam kebiriutr;in ~ndividu dan keluarga, relasi dalam pertrsahaan, s e r t ~  relasi yang lebih 

luas anwra ternpac kerja dan rnasyarakar yang dlkenal dengan istilah Tanggunglawab Sosial 

Perusahaan (TSP) arau Corporote Soool Responsibility JCSR) (Suharto, 2007). 

PSI menp~unakan pengewhuan, keteramprlan dan nilai-nilai pekerjaan sosial dalarn 

pernberian pelayanan. program dan kebijakan bagi para pegawai dan keluarganya, manajemen 

perusahaan, serlkat-serikat buruh dan bahkan rnasyarakat yang berada di sekitar perusahaan. 

Sebagaimana dinyatakan Ahbas  i n t ~  PSI rnel~puti kebijakan, perencanaan dan pelayanan sosial 

pada persinggungrin anrara pekerlaan sosial dan dunia kerja (Suharto. 2006). Contoh kegiatan 

PSI antara l a ~ n  rncncakup program bantuan (bagi) pegawai, prorqosi kesehatan, rnanajernen 

perawatan keseharan, tlndakan aifirmac~f (pernbelaan) karyawan dan keluar-ganya, penitipan 

I Disarnpaikan padn workshop tenrang Corporote Social Responslbrliry (CSR), Lernbaga Srud~ 
Penlbangunan (LSPI-STKS Bandung. Bandung 29 Nopember 2006 

' Kerua Program P.i>casarlana Spes~als Pekerjaan Sos~al, Sekolah Tinggi Keselahteraan Sosial (STKS) 
Bandung; Social Poilcy Expert, Galway Developmenr Services International (GDSI), Irlandia 



anak, perawatan lanjut usia, pengembangan surnberdap rnanusia (SDM), pengembangan 

organisasi, pe1atih.m dan pengembangan karir, konseling bagi penganggur atau yang terkena 

perniiti.isan huburigan kerj;~ (PHK), tunjangan-tunlangan pegawai, kearnanan dan keselaniatan 

lter-la, pengembangan jabatan, perencanaarl sebelurn dan sesudah pens~uri, serta bantuan 

pernindahan p o s ~ s ~  kerja, dan CSR. 

Schei.merhorn (1 093) rnernberr defin~si CSR sebagai suatu kepedul~an or-gar~isasr bisnis untuk 

bei-t~ndak derlgan cara-can rnereka sendrri dalarn rnelayan~ kepentingan organlsasl dan 

kepentlngan publ~k eksternal. CSR adalah sebuah pendekaun dirnana perusahaan 

mcnglntegras~kari kepcdulian sosial dalair) operasi bisnis riicrcka dari dalarii ~ritcr-aksi rnereka 

dengan para pen~angku kepentingan (srokeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan 

kernltraan (Nuryana. 2005). Bebenpa narna lain yang rnernil~k~ kerniripan arau bahkan sering 

d~~den t~kkan  dengan CSR ini a r i c a n  lain P e m b e r i a n i A m a l  Perusahaan (Corporate 

GrvrnglChorrty), K e d e r m a w a n a n  Perusahaan (Corporme philanthropy), Relasi 

Kernasyarakatan Perusahaan (Corporate CornrnunitylPublic Relations), dan 

Pengembangan Masyarakat  (Communny Development). Keernpat narna ~ t u  bisa pula dilihat 

sebagai dirnens~ atau pendekatan CSR dalarn konteks lnvestasi  Sosial Perusahaan 

(Corporme Social investment/lnvesting) yang didorong oleh spektrum rnocif yang terentang dari 

motif "amal" hingga "pernberdapan" (Brillant dan Rice. 1988: Burke. 1988; Suharto, 2006). 

Keterkaitan antara PSI dan CSR didorong oleh terjadinya kecenderungan pada 

rnasyarakat induscr-i yang dapat di singkat sebagai fenornena DEAF (yang dalam Bahasa lnggris 

berarti tult) sebuah akronlm darl Dehuman~sas~. Equallsas~, Aquar~urn~sas~, dan Fernln~sasl 

(Suharto, 2006) 

Dehumanisas i  indust r i .  Efisiensi dan rnekanisasi yang sernakin rnenguat di dunia 

indusvi telah rnencipukan persoalan-persoalan kernanusiaan baik bagi kalangan buruh di 

perusahaan rersebur, rnaupun bag1 masyarakat di sekicar perusahaan. "Merger mania" 

dan perarnpingan perusahaan telah rnenirnbulkan gelornbang Pernutusan Hubungan Kerja 

dan pengangguran, ekspansi dan eksploirasi dunia industri telah rnelahlrkan polusi dan 

kerusakan l~ngkurlgan yang hebat 



Equalisasi hak-hak pub l ik .  Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk rnerninta 

pertangg~lngjawaban perusahaan atas berbagai masalati sosial yang seringkali ditimbulkan 

oleh beroper-asinya perusahaan. Kesadaran ini sernakln menuntut akuntabilitas 

(accour~tobility) perusahaan bukan saja dalam proses pr-oduksi, rnelainkan pula dalam 

kartannya dengan kepedulian perusahaan terhadap berbagai dampak sosial yang 

dit~rnbulkanrlya. 

Aquar iu tn isas i  d u n i a  indust r i .  Dunia kerja ltini semakin tnnsparan dan terbuka 

laksana sebuah akuariurn. Perusahaan yang hanya rnemburu rente ekonomi dan 

cenderung rncngabaikan hukum, prinsip etis dan filantropis ridak akan rnendapat 

dukungan publik. Bahkan dalarn banyak kasus, masyankat menuntut agar perusahaan 

seperrl i r ~ i  dl rurup. 

Ferninisasi dun ia  ker ja.  Semakin banyaknya wanita yang bekerja menuntut 

penyesuaian perusahaan bukan sap terhadap hngkungan internal or~anisasi, seperti 

pemberian cur! hamil dan rnelahirkan, keselamata~ dan kesehatan kerja. Melainkan pula 

terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja, 

akibat berkurangnya atau hilangnya kehadiran ibu-ibu di rurnah dan tentunya di 

l~ngkungan mnsyarakar. Pelapnan sos~al seperti perawatan anak (child core), pendirian 

fasllitas pendid~kan dan kesehatan bag1 anak-anak, atau pusat-pusat kegiatan olah raga dan 

rckrcasi t: i g ~  !-?mlj;l Lji:,~ ritcr~:p;ika:~ :chu,ih "!-:ornp?r.:.~..i" :or.;.i! 1.- 8 - i  .I,:..,, ir.:! : i ~ i .  

Ide rnengenal CSR sebagai seb:~ah tangungjawab sos~al perusahaan kini sernakin 

diterima secara has. Narnun demikian, sebagai sebuah konsep yang rnasih relatif baru, CSR 

masih retap kontroversial, baik bagi kalangan pebisnis rnaupun akadernisi (lihac Saidi dan 

Abi'din, 2004). Kelompok yang rnenolak rnengajukan argurnen bahwa perusahaan adalah 

organisasi pencari Iaba dan bukan person atau kurnpulan orang seperti halnya dalarn organisasi 

sosial. Perusahaari telah rnernbayar pajak kepada negara dan karenanya tanggungjawabnya 

untuk ineningkatkan kesejahteraan publ~k telah diambilalih pemerintah. 

Kelompok yang rnendukung berpendapat bahwa perusahaan t~dak dapat d~p~sahkan 

dar~ p a n  indlvidu yang ter l~bat dl dalamnya, yakn~ p e m ~ l ~ k  dan karyawannya Karenanya. 

mereka tidak boleh hanya mem~klrkan keuntungan finans~al bagi perusahaannya saja 

Mela~nkan pula harus rnern~lrk~ kepekaan dan kepedul~an terhadap publik, khususnya 

masyarakar yang ringgal dl sekltar perusahaan Alasannya 



= Masyankat adalah suniber da r~  segala surnber daya yang dirniliki dan direproduksi oleh 

perusahaan. Bukankali ranpa masyar-akat perusahaan bukan saja tidak akan berarti, 

melainkan pul'l tidak akan berfungs~? Tanpa dukungan rnasyarakat, perusahaan rnustahil 

niemiliki pelanggan, pegawai dan sumber-surnber produksi lainnya yang berrnanfaat bagi 

perusahaan. 

Mcskipun pel-mahaan telah rnen1,hayar nalak kepada negara tidak berarti telah 

rnenghilangkan tanggungjawabnya terhadap kesejahtenan publik. D i  negan yang kurang 

rnemperhatikaii kebijakan sosial (social policy) atau kebijakan kesejahtenan (welfare policy) 

yang rnenjamln warganya dengan berbagai pelayarian dan skelna larnlr iart  sos~al yang 

merata, rnanf;i.ic pajak seringkali t~dak sarnpai kepada rnasyarakat, terutarna kelornpok 

m~skln dan rentan yang cidak niemiliki posisi tawar yang kuat. 

Korisep P~raniida CSR yang dikembangkan Arch~e 0. Carrol niernberi justifikasi 

teoriris dan log~s rnengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyankat di 

sekitarnya (Saidi dan Abidin. 2004: 59-60). Dalarn pandangan Carrol, CSR adalah puncak 

p ~ r a m ~ d a  yang erar terkai t  dan bahkan ~dentik dengan, tanggungjawab filantropis. 

I .  Tanggungjawab ekonornis.  Kata kuncinya adalah: make a profit. Motif utama 

perusahaan ati.liah rnenghasilkan laba. Laba adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus 

rnemiliki nil21 tarnbah ekonom~ sebaga~ prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup 

(si~rvive) danhcrkemi~ang. 

2. Tanggungjawab Ic:gal. Kata kuncinya: obey the low. Perusahaan harus taat hukurn. 

Dalarn proses mencari laba, perusahaan tidak boleh rnelanggar kebijakan dan hukurn yang 

telah ditetapkan pernerintah. 

3.  Tanggungjawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menlalankan praktek bisnis 

yang baik. bcnar, adil dan f u ~ r .  Norma-norrna rnasyarakac perlu rnenjadi rujukan bagi 

perilaku organ~sasi perusahaan. Kata kuncinya: be ethical. 

4. Tanggunglawab f i lan t rop is .  Sela~n perusahaan harus rnernperoleh laba, taat hukurn 

dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat rnernberi kontribusi yang dapat 

dlrasakan secara langsung oleh masyankat. Tujuannya adalah untuk rneningkatkan 

kualims kehidupan sernua. Kara kuncinya: be a good citizen. Pan  pemilik dan pegawai yang 

bekerja di perusahaan rnern~l~ki tanggungjawab ganda, yakni kepada perusahaan dan 

kepada publik yang kini dikenal dengan istilah non-fiduciary responsibility. 



Perkembaneandanklotif CSR di Indonesia 

Sebagaimana dinyatakan Porter dan Kramer (2002) di awal tulisan, pendapat yang 

tnenyatakan bahwa tujuan ekonorni dan rosial adalah rerpisah dan hertentancan adalah 

pandangan yang kcl~ru.  Perurahaan t~dak  berfungsi secan terpisah dari ~nasyarakat sekitarnya. 

Faktanya, kemami>uan perusahaan untuk bersaing sangat tergantung pada keadaan lokasi 

dinlana perusahaan itu beroperasi. Oleh karena itu, piramida CSR yang dikembangkan 

Archle B. Car-rol !jarus d~fahami sebaga~ satu kesatuan. Sebab, CSR merupakan kepedulian 

perusahaan yang didasari tiga prlnslp dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom lines. 

p i t t i  profin, people dan planner (3P) (lihac Gambar I): 

Profit. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang 

memt~ngk~nltari u!!tt~k terus bet-ope!-a\i dan berkembang. 

People. Perusahaan harus rnemil~ki kepedulian terhadap kesejahteraan rnanusia. 

Beberapa perusahaan mengernbangkan program CSR seperti pemberlan beasiswa bagi 

pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan 

kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skerna 

perlindungan sosial bagi warga secernpat. 

* Plannet. Per~rsahaan pcduli terhadap lingkungan hidup dan kcbcrlanjiitan k e q a m a n  

hayati. Ecbei-apa program CSR yarlg berpijak p a u d  prir151p i r i i  biab~riya bel-upa 

penghijauan l~ngkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbalkan permukirnan, 

pengernbangan pariwisata (ekotur~sme). 

Profit 
(Keuncungan 

Plannet People 
(Keberlanlutan (Kesejahceraan 

I 
Gambar I : Triple Bottom Lines dalam CSR 



Secara tr;ldisiori;tl, para tr:or-ltl-l IIIIIU~LIII pcl;lku l ~ i x i i >  IIICIIIIIII(I ~ i ~ t e i p r - c t ; ~ ~ ~  ydng 

ltellru rnengenal keuntungan ekonomi perusahaan. Pada umurnnya mereka berpendapat 

bahwa rnencat-i labalah yang harus diutamakan perusahaan. D I  luar rnencari laba hanya akan 

rnenganggu efisiei-isi dan efektif~tas perusahaan. Karrn;inya, sc.per-ti dinyataltan Milton 

I'riedniari, CLi: ti.ld;l JJII Iiatu: I ! I C I U / J J ~ ~ ~ I I  usalld ~ i \ c i ~ ~ a r i  1 . b ~ .  ~ r u  t.c~,dir-l (Said1 dan 

Abidin, 2004: 60). Kecenderungan selarna ini rnenunjukkan semakin banyak kalangan 

akademisi rnaupun pnkt is i  bisn~s yang sernakin menyadari pentingnya CSR. Mencari 

keuntungan rnerupakan ha1 penting bagt perusahaan. Tetapi, ha1 itu ridak harus rnelepaskan 

d i r ~  dari ha1 lain di luar rnencari keuntungan, yakni rnengernbangkan dan rneningkatkan 

Itesejahteraan masyarakat. CSR Langai I-elevar! direrdphrr olch durli;~ us-nl~a di Indor~e,ia. 

Selain karena keblakan sosial dan kebilakan kesejahteraan di Indonesia cenderung bernuansa 

residual dan pars~al (tidalc rnelembaga dan terintegrasi dengan sistern pcrpajakan seperri 

halnya di negara-ncgar-a yang rnenganuc welfare state), mayoritas masyarakat Indonesia rnasih 

hidup dalarn kond~si serba kekuarangan. 

Pener;~par~l CSR di Indonesia sernakin meningkat baik dalam kuantitas rnaupun 

kualiras. Selain keragaman kegiatan dan pengelolaannya sernakin bervartasi, dilihat dari 

koritr-lbust finanslal, jumlahnya setnakin besar. Penelltran PIRAC pada tahun 2001 

menunjukkan bahwa dana CSR dl lndonesia mencapai lebih dari 1 IS rniliar rupiah atau 

sekitar 1 1.5 juta tlollar AS dari 180 per-usahaan yang dibelanjakan uncuk 279 kegiatan sosial 

yang rerekarn oleh media rnassa. Meskipun dana ini masih sangat kecil jika dibandingkan 

dengan dana CSR di Arnerika Serikat, dilihat dari angka kumulat~f tersebut, perkernbangan 

CSR dl lndonesia cukup menegernbirakan. Angka nta-rata perusahaan p n z  ~nenyurnbangkan 

dana bag1 keglatail CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekiur 413 juta per kegiatan. 

Sebaga~ perbandingan, di AS porsi sumbangan dana CSR pada tahun 1998 rnencapai 21.51 

rniliar dollar dan cahun 2000 rnencapai 203 rniliar dollar atau sektur 2.030 tril iun rupiah 

(Saldi dan Abidin, 2004: 64). 

Apa yang memorivasi perusahaan melakukan CSR? Saidi dan Abidin (2004:69) 

membuat matrlks yang menggarnbarkan ciga tahap atau paradigma yang berbeda. 

I .  Tahap pertarna adalah corporate charity, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi 

keagamaan. 



2. Tahap lked~ra adalah corpora te  phi lantrophy,  yakni dorongan kemanusiaan yang 

b~asanya bes~irnber dari norrna dan etllta universal untuk rnenolong sesarna dan 

memperjuangkan pernerataan sosial. 

3. Tatlap ketiga ;idalah corporate citizenship, yaitu motivasi kewargaan dernr mewujudkan 

kead~lan soslal berdasarkan prlnslp keterllbatan sosial. 

j ~ k a  d~pec~i~ tan campaklah bahwa spekrrum paradlgrna CSL terenc'rng da r~  "sekadar 

menlalankan kew ,j~ban" hlngga demi kepenrlngan bersarna" atau dar~ ' membantu dan 

berarnal kepatla st~sania" menladl meniberdayakan manusla" Mesk~pun t~dak selalu berlaku 

otornatls pada ii1nurnn)ra perusahaan melakukan CSR d~dorong oleh rnotlvasl karltar~f 

kernudlan motlvasi kemarius~aan dan akti~r nya motlvasl kewargaan (hhat Tabel I )  

I 1 terorganlsasl, I kebljakan perusahaan / 

Tabel I: Motivasi CSR 

keterlibatan tenaga- ! cenaga ahli di 

Mot~vasi -- 

- -~ - - / bidanpya 
Pener~rna Mnnhat Orang mlskil? Plasyarakat luas dan 

pel-usahaan 
Hibah sosal Hibah pernbangunan Hibah sosial rnaupun 

pernbangunan dan 
keteriibatan sosial 

Kewajiban Kernanusiaan Kepentingan bersama 
Sumber: D~kernbangkan dari Saidi dan Abidin (2004: 69). 

Model CSR 

-- -- -- 
TahapaniParad~gma 

Merujuk pada Saidi dan Abidin (2004: 64-65) sedikitnya ada empat model a u u  pola CSR yang 

umumnya diterapkan oleh perusatlaan di lndorlesia. 

Kar~tat~f 
Agarna, tradrs~, adat 

Mengacas~ rnasal~h 
sesaadsaar itu 

Filancropis Kewargaan 
Norma, etika dan 1 Pencenhan diri dan 
hukum \universal: r~kansiliasi dengan 
rediscribusi kckayaan keterc~ban sosial 
Menolong sesarna; Mencari dan rnengatasi 

akar 
1 masa1ah;mernberikan 
i konrr~busi kepada 



I .  Ke te r l i ba tan  langsung. Perusahaan menlalankan program CSR secar-a langsung dengan 

menyelenggar-~lwi~ 5ei1dir.i keylatail iosldl atau rnenyoaliltan iuir~bdrlg;lr~ ke rnasyarakat 

tanpa peranuin. Untuk menjalanKan rugas ini, sebuah perusahaan biasanya rnenugaskan 

salah s a t 0  pclabat seniornp, sepertl corporate secretary atau public ofiir manager atau 

rnenjadi bagian dari tugas pejabat public relotron. 

2. Mela lu i  yayasan a t a u  organisasi sosial perusahaan. Perusahaan rnendirikan 

yayasan send~ri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari 

model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di riegan maju. Biasanya. 

perusahaan rnenyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan 

secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan 

diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan 

pertarnbangan), ~ayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua. GE Fund. 

3.  B e r r n i t r a  dengan p ihak la in.  Perusahaan mer~yelenggarakan CSR mclalui kerjasama 

dengan lembaga sosiallorganisasi non-pemerintah (Ornop), instansi pernerintah. 

universitas arau media rnassa, baik dalam rnengelola dana rnaupun dalam melaksanakan 

kegiatan soslalnya. Beberapa lembaga sos~aliOrnop yang bekerjasama dengan perusahaan 

dalam menlalankan CSR antara law adalah Palang Merah lndonesla (PMI). Yayasan 

Kesejahtcraar) Anak Indonesia (YKAI). Dornpet Dhuafa; instansi pemerintah (Lernbaga 

llmu Pengetahuan IndonesidLIPI. Depdlknas, Depkes. Depsos); universitas (UI, ITB. IPB): 

media rnassa (DKK Kornpas, Kita Peduli Indosiar). 

4. M e n d u k u n g  a t a u  be rgabung  dalarn sua tu  konsors ium.  Perusahaan turut 

mendirikan. l~ienjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial ynng didirikan untuk 

cujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi 

pada peniber~lan hibah perusahaan yang bersifat "hibah pembangunan". P.hak konsorsium 

arau lernbaga semacarn itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang 

mendukungnya secara pro aktif mencari rnitra kerjasama dari kalangan lembaga 

operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepabti bersarna. 

Sepertl dlperl~hatkan Tabel 2, da r~  keempat model atau model dl atas, model yang banyak 

dijalankan selarna n h u n  2001 adalah model ket~ga. yaknl perusahaan berrn~tra dengan 

organlsasl soslal atau lembaga laln dengan dana yang teralokas~ mencapar 79 m~l lar  ruplah 

Tabei 3 selanlurnya memperllhatkan mengenal lenls keglatan CSR dlhhat da r~  jumlah keglatan 



dan lu~n lah  dana yang dikeluarkan. Sebag~an besar kegiatan CSR adalah berupa pelayanan 

sosial. diikuti dengan kegiatan di b~dang pendidikan dan penelitian, kesehatan, gawat darurat 

dan se~:erusnya 

Tabe l  2: CSR Berdasarkan Jum\ah  Kegiatan dan  D a n a  
-. 

Model Jurnlah Kegiaran 1 jumlah Dana (rupiah) 
1 1 13 kegiacan (40.5%) / 14.2 rniliar (12.2%) 

Yayasan Pci usahaan 20 keglatan (7,2%) 20,7 rn~llar ( I  8%) 
Berrnitra dcngan Lembaga Sos~al 144 keglatan (5 1,6%) 79.0 m~ l~ar  (68.5%) 
Konso~ slurti 2 keglaran (0.7%) I 5 rnil~ar (1,3%) 

I Perumahac 1 ,titi;;i;;;okasi cdan Pol~cik 
1 kegman ( I  3%) \ I ,3 rn111ar ( I  ,O%) 

-,--- - , ( 0 

- ! 279 kegiscnn / 1 15,3 mil~ar 
Sumbcr Sald~ dan hbid:n (:1004: 67) d~rnod~fikasl. 

Tabe l  3: jenis Kegiatan CSR berdasrkan Jurnlah Kegiatan dzn  Dana 

CornDev: Motivasi Kewareaan dan Pemberdayaan 

jehisi~ekror Keglawn 

Pendidikan dan Penelitian 
Kesehacan 

5 1 Lingkungan 

Konsep CSR sercngkali diidentikan dengan rnetode Pengernbangan Masyarakat (Cornrnunrty 

Development) yang akhir-akhir ini banyak diterapkan oleh perusahaan dengan istilah CornDev. 

Di l ihat dari lnotvasi  dan paradigma CSR di atas, rnaka sesungguhnya pendekatan CornDev 

rnerupakan satu benruk CSR yang leblh banyak d idorong oleh rnotivasi kewargaan, meskipun 

pada beberapa'aspek lain masih diwarnai oleh motivasi fi lantropis (lihar Said1 dan Abidin. 

2004) 

Sebagai ~lustrasi, CornDev berangkar dari pendayagunaan hibah pernbangunan yang 

dlcirikan oleh adanya langkah p r o  akrif beberapa pihak dan kernarnpuan mereka dalam 

rnengelola program dalam rnerespon kebutuhan rnasyarakat di  suaru ternpat. Hibah 

6 1 Ekonomi Produktlf I 0  keglawn (3.6%) , 640 ivtrr (O,6%) 
7 Seni, Olali ?ag;! da i~  Par~wisaca 1 7 kegiaran ( 2 . 5 % )  I ,O I I I I I I ~  (0 ,9%) 
8 Pembangiir1:in Prasaran? dan I 

jumlah Kegiacan 
95 kegiawn (34.1 %) 
7 1 kegiaran (25,4%) 
46 kegiacan (1 6.4%) 
30 kegiaran (1 0.8%) 
I S  kegiaran (5,4%) 

Jumlah Dana (rupiah) -- 
38 m~ltar (33,0%) 
66.8 rnil~ar (57.9%) 
4.4 rniliar (3,8%) 
2.9 miliar (2.5%) 
395 juca (0.3%) 



pembangunan mel-ujuk pada banruan selektif kepada satu lernbaga nlrlaba yang menjalankan 

satu kegiaran yang sejalan dengan pemberi banruan yang dalam ha1 in1 adalah perusahaan. 

Sedangkan keglaran-ltegiatan amal araii karitat~f yallg bergaya s~nterklas, leb~t i  banyak 

didorong oleh moeivasi karitatif dan pendayagunaan hibah sosial. Hibah sosial adalah bantuan 

kepada satu lerntl:~ga soilal guru rnen~.i!.\nkar~ kegiaun-keglatan sos~;ll, pc:i~d~d~kan, sedckah, 

awu kegiatan uncuk kemaslaharan umat dengan hak pengelolaan tiibah sepenuhnya pada 

penerima (Saidi d.ln Abidin, 2004: 61). 

K,II;JII tliri.Ia.~l~ :.crar;l :,;tk;.llna, rl~,il<n riljij,Ln uwnrn per1~1ek;tt.irr Corrillev ;~iI;~l<iti bukan 

sekadar membanru atau member1 barang kepada si penerima. Melainkan berusaha agar s i  

penerlma mem~liki kemampuan atau kapas~tas untuk mampu menolong dirinya sendiri. 

Dengan kata lain semangac ucama ComDev adalah pemberdayaan rnasyarakat. Oleh karena 

iru, keglatan CornDev biasanya diarahkan pada proses pemberkuasaan, peningkacan 

kekuasaan, atau penguatan kemampuan para penerima pelayanan. 

Pemberdayaan rnasyarakat in1 pada dasarnya merupakan kegiatan rerencana dan 

kolektlf dalam lnemperbalk~ kehidupan masyarakar yang dllakukan melalu~ program 

pen~ngkatan kapasicas orang, terutarna kelompok lemah atau kurang beruncung 

(d~sodvantoged groups) agar mereka rnemlllkl kemampuan dalanl menienuh~ kebutuhan 

dasarnya, rnengeinukakan gagasan, melakukan p~l~han-pll~han h~dup, melaksanakan keglatan 

ekonom~ menjangkau dan rnemobil~sasi surnber, berpan~s~past dalam keglatan soslal 

Meskipun pernberdapan masyarakat dapar dilakukan terhadap semua kelornpok atau 

kelas rnasyarakac. namun pada umumnya pemberdapan dilakukan terhadap kelornpok 

masyarakat yang dianggap lemah atau kurang berdaya yang memiliki karakteristik lernah atau 

rental1 d ~ l a n i  l h ~ l  .:tau aspek (Suharto, ?.OM): 

Fisik: orang dengan kecacatan d i n  kema.npuan khusus 

Psikologis: orang yang mengalami masalah personal dan penyesuaian diri 

Finansial: orang yang tidak memiliki pekerjaan, pendapatan, modal dan aset yang 

mampu nienopang kehidupannya 

Strukrur;il: orang yang mengalami diskriminasi dlkarenakan status sosialnya, gender. 

ernis, orientlsi seksual, pllihan polltlknya. 

- - - - -- 
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Selanjutnya, melalui program-program pelat~han, pernberian modal usaha, perluasan 

akses terhadap pelayanan sosial, dan peningkatan kernandirian, proses pernberdayaan 

d~.~~atik; lr l  aj::lr- k(!lr~lllp:)k I('r~:.iIi t(!r.\1,1111t lnien1111k1 C.(~III.IIII~IU.III :ILICI Itebet-d;~ya~~n. 

Keberdayaan dl i ~ n i  bukan sap dalam arrl fisik dan ekonornt, melainkan pula dalarn arti 

psikologis dan sos~al, sepeni (Suhano, 2006): 

I"Iemll~k~ surnber pendapatan yang dapat rnenoparlg keburulian dlrl ddn keluarganya 

Mampu li~engernukakan gagasan dl dalanl keluarga maupun dl depan uriiuni 

' Memillki rnob~lltas yang C U ~ L I P  luas pergi keluar rumah atau w~layah rempar 

t~nggnlny,~ 

Berpartlsipasi dalarn kehldupan sos~al 

Manipu niernbuar kepurusan dan nienentukan p~llhan-pil~han I~idupnya 

Proses pemberdayaan rnaiyarakac dapat dllakukan melalu~ beberapa tahapan rnulai 

dari menentukan populasi atau kelornpok sasaran; rnengidentifikasi rnasalah dan kebutuhan 

kelornpok sasaran; merancang program kegiatan dan can-cara pelaksanaanya; menentukan 

sumber pendanaan, rnenentukan. dan rnengajak pihak-prhak yang akan dilibatkan; 

rnelaksanakan kcgiatan atau nieng~rnplementasikan program; hlngga rnernonltor dan 

rnengevaluasi keglatan. 

Keglatan-keglatan pernberdayaan biasanya d~lakukan secan berkelompok dan 

terorgan~sir der~gan melibarkan bebenpa straregl seper-ti pendid~kan dan pelatihan 

keterarnpilan h ~ d u p  (life skills), ekonomi produktif, perawatan sosial: penyadaran dan 

pengubahan slkap dan perllaku; advokasi: pendarnpingan dan pernbelaan hak-hak klien: aksi 

sosial: soslal~sasi. kampanye, demonsrras~, kolaborasr, konres; atau pengubahan kebijakan 

publ~k agar lebih r-esponsif terhadap kebutuhan kelornpok sasaran. Berbeda dengan kegiatan 

banruan sosial ltaricat~f yang dlclrikan oleh adanya hubungan "patron-kl~en" yang tidak 

seirnbang, rnaka pernberdaydan rnasyarakat dalam program CornDev didasari oleh pendekatan 

yang panlsiparorls, hurnanis dan ernanslpatoris yang berpijak pada bebenpa prinsip sebagai 

berikut: 

- .- 
Ed) Svhino/CSRZWbi? I I 



Beker-ja i~c!rsama berpetar) seraril. 

* Menlbant~i lakyat agar mereka bisa membantu dirinya sendir-i dan orang lain. 

Keglatan tliaralikan bukan sala ~rntuk rnencapal lias~l, rnela~nltan luga agar nienguasal 

prosesny I 

Agar bet-Itelanjutan, pemberdayaan jangan hanya berpusat pada komunitas lokal. 

rnelainka~~ pula pada ststern soslat yang lebth Iiras cermasuk kebqakan sostal 
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